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Abstract

General Background Marine space is a strategic public domain of the state because it supports
economic activity, environmental sustainability, and coastal community livelihoods. Specific
Background The issuance of land title certificates in sea areas raises legal problems concerning the
protection of marine space as a public domain. Knowledge Gap Regulatory disharmony, overlapping
institutional authority, and weak supervision have created unresolved issues in the management of
coastal and marine areas. Aims This study analyzes legal protection for marine space as a public
domain within the Indonesian legal system. Results The findings show that marine areas are not
fundamentally categorized as objects of land rights in the Indonesian agrarian legal system, but
belong to the legal regime of maritime and coastal area management. Nevertheless, certificate
issuance in sea areas continues due to weak synchronization between agrarian law and maritime law,
especially concerning the authority of the National Land Agency and the Ministry of Marine Affairs
and Fisheries. This situation may produce legal uncertainty, social conflict, restricted coastal
community access, and environmental degradation. Novelty Thestudy positions sea-area certification
as a cross-regime legal problem involving agrarian, maritime, and environmental governance.
Implications Regulatory harmonization, stronger inter-agency coordination, and environmental
sustainability principles are required in marine space management.

Highlights:
+ Sea areas belong to maritime and coastal governance regimes.
» Institutional overlap creates conflict and access restrictions.

+ Environmental principles must guide coastal administration.

Keywords: Legal Protection, Marine Space, Public Domain of The State, Land Title Certificate.
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Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap ruang laut sebagai ruang publik negara merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis,
sehingga keberadaan ruang laut tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kehidupan
masyarakat pesisir, jalur ekosistem, serta bagian dari kedaulatan negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ruang laut
pada dasarnya merupakan ruang publik yang pengelolaannya harus dilakukan oleh negara demi kepentingan umum, bukan
semata-mata untuk kepentingan privat atau kelompok tertentu.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap ruang laut menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pemanfaatan
wilayah laut yang berpotensi mengaburkan batas antara ruang publik dan objek penguasaan privat. Fenomena penerbitan
sertifikat hak atas tanah di wilayah pesisir dan zona laut, sebagaimana terjadi dalam kasus pagar laut Kabupaten
Tangerang, menimbulkan persoalan hukum mengenai legalitas penguasaan ruang laut oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut
tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi akses masyarakat pesisir terhadap
wilayah laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang
mampu menjaga fungsi ruang laut sebagai ruang publik negara sekaligus menjamin pemanfaatannya tetap selaras dengan
prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas [1].

Luasnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia menjadikan kawasan tersebut memiliki posisi yang sangat
penting, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup. Di sisi lain, wilayah pesisir juga menjadi area
yang rentan terhadap berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hak atas tanah di wilayah
laut. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus penerbitan sertifikat hak atas tanah pada kawasan perairan,
seperti yang terjadi di pesisir Tangerang dan Jakarta, yang memperlihatkan adanya kompleksitas serta tumpang tindih
pengaturan antara rezim hukum pertanahan dan hukum kelautan. Kondisi tersebut menimbulkan dampak yang tidak hanya
dirasakan oleh masyarakat pesisir, tetapi juga terhadap keberlangsungan ekosistem laut di sekitarnya [2].

Salah satu persoalan yang menimbulkan perhatian publik adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah pada wilayah pagar
laut di Kabupaten Tangerang. Kasus tersebut menimbulkan dugaan adanya maladministrasi oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) karena diterbitkannya ratusan sertifikat di zona laut tanpa adanya perizinan dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan [3]. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ruang laut sejalan
dengan perkembangan pembangunan wilayah pesisir telah memperluas peran BPN dalam proses sertifikasi, termasuk pada
wilayah yang secara teknis dan yuridis merupakan kawasan laut. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah laut
pada dasarnya merupakan ruang publik yang berada dalam penguasaan negara.

Penerbitan sertifikat pada kawasan laut tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum yang kompleks, baik berkaitan
dengan kewenangan antar lembaga, perlindungan ekosistem laut, maupun hak masyarakat pesisir yang menggantungkan
kehidupannya pada wilayah perairan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antara pemegang
hak dengan masyarakat nelayan setempat [4]. Dari perspektif hukum, penerbitan sertifikat di zona laut dapat dipandang
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan hukum kelautan Indonesia karena masih terdapat tumpang tindih
kewenangan antara BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan wilayah laut. Pendekatan hukum
pertanahan yang berorientasi pada daratan (land-based) juga belum sepenuhnya sesuai apabila diterapkan pada ruang laut
yang memiliki karakteristik berbeda dengan tanah daratan [5]. Oleh sebab itu, diperlukan kajian hukum yang lebih
mendalam terkait legalitas, kewenangan, serta dampak penerbitan sertifikat di wilayah laut guna menciptakan kepastian
hukum, perlindungan ruang publik negara, dan tata kelola wilayah pesisir yang lebih akuntabel.

Permasalahan terkait pengaturan hak atas tanah di wilayah laut menjadi semakin kompleks akibat adanya tumpang tindih
dan ketidakharmonisan antar regulasi yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 telah memberikan dasar
hukum mengenai penataan wilayah pesisir, pelaksanaannya di lapangan kerap berbenturan dengan ketentuan sektoral
lainnya, khususnya terkait perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang menjadi kewenangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan ruang laut
belum memiliki sinkronisasi yang memadai antar lembaga maupun antar peraturan perundang-undangan [6].

Selain itu, belum adanya kejelasan mengenai batas antara wilayah daratan dan wilayah laut turut menjadi faktor utama
terjadinya konflik kewenangan antar instansi pemerintah. Ketidakjelasan batas tersebut menyebabkan masing-masing
lembaga memiliki interpretasi dan klaim kewenangan yang berbeda, sehingga proses penerbitan sertifikat hak atas tanah di
wilayah laut rentan menimbulkan cacat administratif maupun cacat hukum. Dalam praktiknya, masyarakat pesisir menjadi
pihak yang paling terdampak karena akses mereka terhadap ruang laut dan sumber daya pesisir semakin terbatas,
sementara keberlangsungan lingkungan hidup di kawasan tersebut juga terancam akibat pemanfaatan ruang yang tidak
terkendali [5].

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas semata, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan
yang cukup signifikan. Ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan ruang laut berpotensi memicu konflik
horizontal di tengah masyarakat, mengurangi akses nelayan terhadap wilayah tangkap, serta mempercepat kerusakan
ekosistem pesisir akibat praktik pemanfaatan ruang yang tidak teratur. Fenomena pemasangan pagar laut dan penerbitan
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Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) di wilayah laut menjadi salah satu contoh konkret dari akibat disharmonisasi regulasi
tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah yang sangat penting untuk
memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat pesisir, menjaga
kelestarian lingkungan laut, serta mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa
adanya penyelesaian yang menyeluruh, potensi konflik serupa akan terus terjadi dan menghambat upaya reformasi agraria
maupun tata kelola sumber daya kelautan di Indonesia [5].

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap subjek hukum
dari tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai
pemberian jaminan atas hak asasi manusia agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara aman dan adil sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan
perlindungan terhadap hak dan martabat manusia, tetapi juga mencakup upaya menciptakan rasa aman, kepastian hukum,
dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi instrumen penting
dalam menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara [7].

Dalam kaitannya dengan fenomena pemagaran laut, perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan
perizinan, perlindungan terhadap nelayan, serta pemenuhan hak masyarakat pesisir atas akses ruang laut. Praktik
pemagaran laut yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan
pelanggaran hukum karena dapat membatasi akses masyarakat nelayan terhadap wilayah tangkap dan sumber daya laut
yang menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat bertentangan dengan prinsip
pengelolaan wilayah laut yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu
menjamin kepentingan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut sebagai ruang publik negara.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap subjek
hukum dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.
Perlindungan hukum juga dimaknai sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia agar masyarakat dapat
memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian dalam menikmati hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak dan martabat
manusia, tetapi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu
maupun oleh pemerintah. Kepastian hukum sendiri mencakup adanya kepastian dalam peraturan hukum, kepastian
mengenai kedudukan subjek dan objek hukum, serta adanya jaminan bahwa pelaksanaan hukum dilakukan secara adil dan
sesuai prosedur. Dalam konteks hukum administrasi negara, kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan
dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjalankan administrasi publik, termasuk dalam bidang pertanahan
melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Melalui
pendaftaran tanah, tercipta kepastian mengenai hak atas tanah, subjek pemegang hak, serta objek tanah yang didaftarkan,
sekaligus mencegah timbulnya penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang melanggar hukum dalam proses
administrasi pertanahan [8].

Dalam kaitannya dengan fenomena pemagaran laut, perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan
perizinan, perlindungan hak nelayan, serta jaminan akses masyarakat pesisir terhadap ruang laut sebagai ruang publik
negara. Praktik pemagaran laut yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi
menimbulkan pelanggaran hukum karena dapat membatasi akses masyarakat terhadap wilayah tangkap dan sumber daya
laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, penerbitan sertifikat hak atas tanah di wilayah laut
juga menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama terkait status objek hukum dan kewenangan lembaga yang berhak
mengatur wilayah laut. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya memberikan
kepastian terhadap penguasaan dan pemanfaatan ruang laut, tetapi juga menjaga agar pengelolaan wilayah laut tetap
memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat pesisir secara menyeluruh [9].

Berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban untuk
menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menciptakan kepastian dalam setiap tindakan
administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut. Perlindungan hukum tidak hanya
bertujuan memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga mencegah terjadinya tindakan sewenang-
wenang dalam pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara. Sementara itu, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan
mengenai pengaturan hukum, subjek hukum, objek hukum, serta kewenangan lembaga yang berwenang dalam
penyelenggaraan administrasi pertanahan dan kelautan. Dalam konteks penerbitan sertifikat hak atas tanah di wilayah laut,
kedua teori tersebut menunjukkan bahwa ruang laut sebagai ruang publik negara harus memperoleh perlindungan hukum
yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih regulasi, maupun penguasaan ruang laut secara
tidak sah yang dapat merugikan masyarakat pesisir dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan ruang laut harus
dilaksanakan secara terintegrasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan publik,
keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, muncul persoalan hukum mengenai bagaimana negara memberikan
perlindungan terhadap ruang laut yang pada hakikatnya merupakan ruang publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat. Fenomena penerbitan sertifikat hak atas tanah di wilayah laut menunjukkan adanya permasalahan
dalam pelaksanaan kewenangan, disharmonisasi regulasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan antar lembaga, serta mengancam hak
masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam untuk
menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ruang laut sebagai ruang publik negara dalam sistem hukum Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap
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ruang laut sebagai ruang publik negara?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap ruang laut sebagai ruang publik negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
serta peraturan terkait tata ruang laut dan administrasi pertanahan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis
sinkronisasi dan penerapan regulasi terkait penguasaan dan pemanfaatan ruang laut di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan
mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan dengan objek penelitian.
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku,
jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pertanahan, hukum kelautan, dan perlindungan hukum
terhadap masyarakat pesisir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan
mengenai perlindungan hukum terhadap ruang laut sebagai ruang publik negara.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan negara dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang
menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam
pembentukan sistem hukum pertanahan nasional yang kemudian diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Melalui
pengaturan tersebut, negara menetapkan berbagai ketentuan mengenai jenis hak atas tanah, subjek dan objek hak, serta
mekanisme pemberian dan pendaftaran hak atas tanah sebagai upaya mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di
bidang pertanahan [10].

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, kepastian hukum atas tanah menjadi prinsip mendasar yang memberikan
legitimasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh subjek hukum yang berwenang. Pengaturan tersebut juga
menegaskan prinsip nasionalitas, yaitu bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selain
itu, terdapat berbagai bentuk hak atas tanah lain, seperti Hak Guna Bangunan, yang dapat diberikan di atas tanah negara,
tanah hak pengelolaan, maupun tanah hak milik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian hak tersebut
dilakukan melalui mekanisme administratif tertentu yang melibatkan pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengawasan
negara terhadap pemanfaatan tanah.

Pengaturan pertanahan nasional pada dasarnya menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk mengatur,
mengelola, dan mengawasi penggunaan tanah demi kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan
peruntukan dan penggunaan tanah, pengawasan terhadap pemeliharaan dan ketersediaan tanah, hingga pengaturan
hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek agraria. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan untuk mengatur
berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya agraria. Dengan demikian, negara tidak hanya
berperan sebagai pengelola sumber daya agraria, tetapi juga sebagai pihak yang berwenang memberikan hak kepada
masyarakat maupun badan hukum untuk menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
serta kepentingan umum.

Permasalahan administratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) di wilayah perairan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara sistem hukum pertanahan dengan regulasi di bidang kelautan. Secara normatif, pengaturan
mengenai hak atas tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa hak atas
tanah dapat diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum atas tanah yang berada di bawah penguasaan negara.
Dalam pengaturannya, objek agraria yang dimaksud dalam sistem hukum pertanahan pada dasarnya hanya mencakup
wilayah daratan, sehingga tidak secara langsung memasukkan wilayah laut sebagai objek hak atas tanah dalam rezim
hukum agraria nasional [11].

Di sisi lain, wilayah laut memiliki karakteristik dan pengaturan hukum yang berbeda karena berada dalam rezim hukum
kelautan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam ketentuan hukum kelautan, laut dipandang sebagai satu kesatuan
ruang yang meliputi perairan, dasar laut, serta lapisan tanah di bawahnya yang berada dalam penguasaan negara. Selain
itu, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan dan keberlanjutan
guna melindungi kepentingan publik serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemberian hak kepemilikan
secara individual atas wilayah laut pada dasarnya tidak sejalan dengan konsep pengelolaan ruang laut sebagai ruang publik
negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama [11].

Peraturan mengenai pendaftaran tanah memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
melaksanakan proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, pengaturan tersebut pada dasarnya
hanya ditujukan terhadap objek tanah di wilayah daratan dan tidak secara tegas mengatur mekanisme pemberian sertifikat
di wilayah laut maupun badan perairan. Akibatnya, penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) di kawasan perairan
menimbulkan persoalan hukum karena belum terdapat dasar hukum administratif yang secara jelas mengatur pemberian
hak atas tanah di wilayah maritim. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, mengingat setiap
tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan dan aturan hukum yang jelas. Selain itu,
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pengaturan mengenai pemerintahan daerah juga membagi kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, di mana pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut sampai batas tertentu,
sedangkan wilayah di luar batas tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan ruang laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengaturan pertanahan di wilayah
daratan.

Di sisi lain, pengaturan mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pemanfaatan ruang laut menegaskan bahwa hak atas tanah
di kawasan laut hanya dapat diberikan apabila wilayah tersebut telah melalui proses reklamasi dan memperoleh izin
pemanfaatan ruang laut dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, wilayah laut pada dasarnya tidak dapat secara
langsung dijadikan objek penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah sebelum memenuhi persyaratan administratif dan perizinan
yang ditentukan. Setelah reklamasi dilakukan dan memperoleh persetujuan pemerintah, kawasan tersebut dapat diberikan
status hak tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut
wajib memperoleh izin resmi guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut nasional maupun daerah.
Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan ruang laut serta untuk menjamin kepastian
hukum dalam pemanfaatannya [12].

Meskipun regulasi telah mengatur larangan pemberian hak atas tanah secara langsung di wilayah laut, praktik di lapangan
masih menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dan pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran
mengenai kewenangan pengelolaan wilayah laut, sehingga memicu terjadinya penerbitan sertifikat hak atas tanah di
kawasan perairan yang belum memenuhi ketentuan hukum. Salah satu contoh yang mencerminkan kondisi tersebut terjadi
di wilayah pesisir Tangerang, di mana ditemukan penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pada area perairan
yang belum melalui proses reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fenomena ini menunjukkan adanya
perbedaan mendasar antara pengaturan hukum di wilayah daratan dan wilayah laut yang pada akhirnya menimbulkan
berbagai persoalan hukum dalam praktik pengelolaan ruang maritim di Indonesia [13].

Untuk mewujudkan kepastian dan keabsahan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) di wilayah laut,
diperlukan harmonisasi antara regulasi pertanahan dan hukum kelautan. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui
penyelarasan pengaturan serta pembagian kewenangan yang jelas antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam proses pemberian hak atas tanah pada kawasan hasil
reklamasi maupun pemanfaatan ruang laut oleh badan hukum. Kejelasan prosedur dan koordinasi antar lembaga menjadi
hal yang penting agar pelaksanaan administrasi pertanahan di wilayah pesisir tidak menimbulkan tumpang tindih
kewenangan maupun ketidakpastian hukum.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap proses penerbitan sertifikat di
wilayah maritim dengan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan
kewenangan. Kebijakan mengenai pemberian hak atas tanah di kawasan laut juga harus memperhatikan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada
sumber daya laut. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya pengurangan ruang hidup masyarakat pesisir
yang dapat berdampak pada keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka [14].

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah memiliki sistem pengaturan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah laut. Di Australia, pengelolaan wilayah laut dilakukan melalui sistem Marine Tenure, yaitu mekanisme
pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan ruang laut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin negara. Sementara
itu, di Amerika Serikat, pemanfaatan sumber daya laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan melalui sistem
perizinan khusus yang diawasi secara ketat oleh pemerintah federal. Model pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
pemanfaatan ruang laut pada dasarnya lebih menekankan pada mekanisme pengelolaan dan perizinan, bukan pada
pemberian hak kepemilikan sebagaimana berlaku dalam sistem pertanahan di wilayah daratan.

Beberapa negara telah menerapkan sistem pengelolaan wilayah laut yang lebih terintegrasi antara hukum pertanahan,
hukum kelautan, dan perlindungan lingkungan. Australia, misalnya, menerapkan sistem pengelolaan maritim dengan
pemberian hak terbatas yang tetap mengutamakan perlindungan ekosistem dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan sistem perizinan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui pengawasan federal
dan kajian dampak lingkungan yang ketat. Kedua negara tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai dasar
utama dalam pengelolaan ruang laut [15].

Melalui praktik internasional tersebut, Indonesia dapat memperkuat kebijakan pengelolaan wilayah laut dengan
mengintegrasikan hukum agraria, hukum kelautan, dan hukum lingkungan secara lebih harmonis. Proses sertifikasi maupun
pemanfaatan ruang laut seharusnya didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif serta melibatkan partisipasi
masyarakat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan di wilayah laut perlu
diperkuat, tidak hanya pada tahap perizinan tetapi juga pada tahap pemulihan lingkungan pasca kegiatan dilakukan [16].

Apabila pengaturan yang jelas dan berkelanjutan tidak segera diterapkan, praktik penerbitan sertifikat di wilayah laut
dikhawatirkan akan memperkuat komersialisasi ruang maritim dan memperburuk kerusakan ekosistem pesisir. Oleh karena
itu, pengelolaan ruang laut harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis, sehingga hukum
tidak hanya mengatur penguasaan sumber daya, tetapi juga menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial,
dan kelestarian lingkungan bagi masyarakat pesisir maupun generasi mendatang.
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Simpulan

Perlindungan hukum terhadap ruang laut sebagai ruang publik negara pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan
amanat konstitusi yang menempatkan laut dan sumber daya alam di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dalam sistem hukum Indonesia, wilayah laut tidak termasuk objek hak atas tanah sebagaimana diatur
dalam hukum agraria, melainkan berada dalam rezim hukum kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) di wilayah laut yang menimbulkan persoalan
hukum, terutama akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya harmonisasi
regulasi dan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan ruang laut.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, penerbitan sertifikat di wilayah laut juga berdampak terhadap hak masyarakat
pesisir dan keberlanjutan lingkungan hidup. Praktik pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum
berpotensi membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkap, memicu konflik sosial, serta mempercepat kerusakan
ekosistem pesisir. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ruang laut harus dilakukan melalui penguatan regulasi,
peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis dalam
setiap kebijakan pengelolaan wilayah laut

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara hukum pertanahan, hukum kelautan, dan hukum lingkungan guna
menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang laut. Selain itu, diperlukan pembagian kewenangan yang lebih jelas
antara BPN, KKP, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pemberian izin maupun
penerbitan hak atas tanah di wilayah pesisir dan laut. Penguatan pengawasan terhadap penerbitan sertifikat di wilayah
maritim juga perlu dilakukan secara lebih ketat disertai penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran administratif
maupun penyalahgunaan kewenangan.

Di samping itu, pemerintah harus mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan
dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang laut. Proses pemanfaatan wilayah laut, termasuk reklamasi dan penerbitan hak
atas tanah, sebaiknya didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif serta melibatkan partisipasi masyarakat secara
aktif. Dengan demikian, pengelolaan ruang laut dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan tetap menjaga fungsi laut
sebagai ruang publik negara yang digunakan untuk kepentingan Bersama
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